




































PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Telp/Fax. (0536) 3224547 dan E-mail : dp3appkb@kalteng.go.id 

PALANGKA RAYA – 73112 
 

NOTULEN 

Sidang/Rapat : Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 

Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024 

Surat Undangan : Via Whatshap Grub 

Waktu Sidang/Rapat : 08.00 WIB 

Acara : Rapat Perubahan Kegiatan Rakorda 2024 

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 

   

  Pimpinan Sidang/Rapat 

Ketua : dr. Linae Victoria Aden, M., Mkes 

Sekretaris : Suryanto, Aks., M.Si 

Pencatat : Tim Perencanaan 

Peserta Sidang/Rapat : Sekretariat, Bidang dan Tim Perencanaan 

  Kegiatan Sidang/Rapat :   Rapat Perubahan Kegiatan Rakorda 2024 

 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 

 

Hasil Rapat: 

 

1. Rakorda Dinas P3APPKB Provinsi yang semula direncanakan tanggal 12, 13 dan 14 

Agustus 2024 ditunda menjadi tanggal 14, 15 dan 16 Agustus 2024 atas arahan dari 

pimpinan. 

2. UMKM yang akan mengisi bootd yang awalnya 6 UMKM Karena penundaan tanggal 

kegiatan hanya tersedia 3 UMKM. 

3. Segera dibuatkan surat penundaan kegiatan yang bertanda tangan sekretariat Daerah. 

4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang penundaan kegiatan. 

5. Acara Rakorda akan dibuka oleh bapak Wakil Gubernur. 

6. Bunda Forum Anak Daerah (FAD) juga akan hadir dan memberikan sekapur sirih, 

buatkan surat terkait hal tersebut. 

 

 

Pimpinan Rapat Kepala Dinas 
Dinas P3APPKB Prov. Kalteng 

  

dr. Linae Victoria Aden, M., Mkes 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19680717 199903 2 006 
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NOTULEN 

 

Sidang/Rapat : Rapat Penyusunan Risk Register Lingkup Dinas P3APPKB 
Hari/Tanggal : Senin, 2 Januari 2023 
Surat Undangan : Kabid, Kepala UPT, Kasubag dan Kasi UPT, PPTK, Perencana Bidang, 

Tim Perencanaan, Kasub Umum dan Kepegawaian, Kasub Keuangan  
Waktu Sidang/Rapat : 10.00 WIB 
Acara : Pembahasan RISK REGISTER Dinas P3APPKB 
Pimpinan Rapat 
Ketua : SURYANTO, Aks., M.Si 
Sekretaris : - 
Pencatat : Tim Perencanaan 
Peserta Rapat : Kabid, Kepala UPT, Kasubag dan Kasi UPT, PPTK, Perencana Bidang, 

Tim Perencanaan, Kasub Umum dan Kepegawaian, Kasub Keuangan  
 

Pembukaan : 

Pelaksanaan Pembukaan rapat oleh Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 

Pengantar : 

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP), perlu disusun pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi 

Kalimantan Tengah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyusuna Risk Register : 

Kontekstual : 

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan atas tujuan 

strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat 

kegiatan (operasional) Perangkat Daerah. 

1. Pengelolaan Risiko  

Strategis Pemerintah Daerah Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah 

yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah 

bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik 

RisikoTingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Unit Manajemen Risiko. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas 

atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen 

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis 

Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama 

jajaran manajemennya sebagai Unit Pemilik Risiko. 

3. Pengelolaan Risiko  



Operasional Perangkat Daerah Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah 

bertujuanmengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan 

utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

Perangkat Daerah dan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah seperti: Penetapan 

Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau 

RKPD) dengan pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing- masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran 

manajemennya. 

Hasil Draft Penyusunan Risk Register dari Bidang Teknis : 

No. “Risiko” yang Teridentifikasi 
 

a b  

I Risiko Strategis Dinas P3APPKB:  

1 Rendahnya Peran Perempuan di Perekonomian daerah  

2 Minimnya Penggunaan Anggaran yang Responsif Gender  

3 Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan  

4 Keterlambatan penanganan tindak lanjut pelaporan kasus kekerasan   

5 Belum optimalnya pencapaian Bobot 5 klaster pemenuhan Indikator IPA  

6 Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak  

7 Ketidkoptimalan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga  

8 Peningkatan Jumlah Anak  

9 Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah  

10 Trauma Penggunaan Alat KB  

11 Kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan  

II Risiko Operasional Sekretariat  

1 Kegiatan diklat yang dibutuhkan ASN tidak tersedia  

2 Kuota kelas pelatihan terbatas  

3 Penggunaan uang persediaan untuk keperluan pribadi/pihak tertentu  

III Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan  

1 Pengajuan anggaran Respsonsif Gender tidak sesuai kebutuhan  

2 Program dan kegiatan  di Tiap OPD belum  responsif gender   

3 Minimnya Perencanaan dan Pengganggaran Resposif Gender  

4 Rendahnya pelaksanaan PUG di masyarakat  

5 Ketidaksiapan pelaksanaan PUG termasuk PPRG di tingkat Kab/kota  

6 Pelaksanaan sosialisasi partisipasi perempuan belum optimal   

3 
Peserta kegiatan Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Perempuan yang 
mempunyai Industri Rumahan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

 

IV Risiko Operasional Bidang Data dan Informasi  

1 Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akuntabel  

2 Data Gender dan Anak tidak Handal  

3 
Penyalahgunaan wewenang dengan memanipulasi data dalam Penyusunan Buku Data Terlpilah 
Gender dan Anak  

 

V Risiko Operasional Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak  

1 Minimnya pencapaian kabulaten/kota yang KLA  

2 Adanya ego sektoral dan terkendalanya koordinasi dalam penilaian KLA  

3 Jejaring antar lembaga layanan anak belum terkoordinasi dengan baik  

4 Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan pembangunan  

3 
Penyimpangan penentuan kriteria anak dari Forum Anak Daerah yang didelegasikan untuk  
mengikuti Rapat Koordinasi Forum Anak Nasional 

 

VI Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera  

1 Tidak ada situasi darurat (bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain-lain)  

2 Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan   

3 
Penyimpangan penyaluran bantuan tanpa pertanggung jawaban data penerima bantuan yang 
terdampak dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

 

VII Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas  

1 Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK  

2 Masih ada Baduta dan Balita yang stunting  

3 Belum optimalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar panduan dokumen  



4 Minimnya pemahaman pokok-pokok dalam dokumen GDPK  

5 Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kearifan budaya lokal  

6 
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar mitra dapat menyebabkan miskomunikasi, 
keterlambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program. 

 

7 
Pelaksanaan kegiatan untuk sosialisasi stunting yang tidak sesuai dengan jenis intervensi 
(kewenangan) dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 
Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024  

 

VIII Risiko Operasional UPT PPA  

1 Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi  

2 Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi  

3 
Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan pada Rumah Perlindungan  yang ditentukan tidak 
sesuai SOP Layanan penampungan Sementara Korban Kekerasan 

 

 

Kesimpulan : 

1. Menganalisa Indentifikasi Risiko yang telah dikompilasi 

2. Merencanakan rtindak pengendalian dengan berkoordinasi kembali pada rapat selanjutnya 

untuk membahas pelaksanaan oengendilan yang dianggap efektif dan efisien 

 

Penutup : 

Pelaksanaan rapat ditutup pukul 12.30 WIB dengan ditutup langsung oleh Sekretaris Dinas 

P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 
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